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KPU Klaim
T .
Tak Ada Pelanggaran
aleg Perempual.;

JAKARTA - Sidanglanjutan KPU Edho Rizki Ermansyah
dugaan pelanggaran menilailaporan parapelapor

administrasi terkait tidak jelas. Sebab, tidak
penghitungan kuota perem-  dijelaskan secara terperinci
puanuntukdaftarcalontetap perbuatan mana yang
(DCT) legislatif kembali terkualifikasi sebagai
digelar kemarin (23/11). pelanggaran administrasi
Badan Pengawas Pemilu dan menimbulkan kerugian
(Bawaslu) mendengarkan  bagi pelapor.
keterangan Komisi Pemilihan =~ Kemudian, KPU menilai
Umum (KPU) yang sempat laporan itu kekurangan
tertunda sertasejumlahsaksi. pihak karena tidak
Dalam jawaban, perwakilan menyertakan partai politik
: . »Selakupe]apot SQmemaraim,KomnaSHAN!
mfgimseﬂusdalmn memberikan' rekomendasi
menghadapi aduanitu. Sesuai terkait pOten‘(‘fl kaenﬂangan
Perbawaslu 8 Tahun 2022, peristiwa sakitdan kematian
terlapor dapat diwakili oleh massal petugas pemilu.
luasa hukum berdasar surat  Rekomendasi itu ditujukan
kuasa khusus. Namun faktanya, ~kepada KPU, Bawaslu, dan
kuasahukum hanyadibekali menterikesehatan. Komnas
surattugas. "Karenatidakada HAM meminta KPU untuk
suratkuasakhususyangkami  memastikan kesiapan fasilitas
lihat, maka mohon seluruh kes;l]llataleb;gl setiap petugas
> T pemilu ad hoc.
]tia;vakaban terl:%g:gianggap KPU juga diminta untuk
‘peserta pemilu sebagai Putusan MA sendiri dikdaim
_ sen
terlapor. Bahwa Pasal 8 ayat KPUtelah ditindaklanjutimelalui gﬁllllﬁif:;tateﬁegﬁawasan
2 dibatalkan MA, Edho  SuratKeputusanKPU1562/2023, pestiiit i h(p)'c d); nggara
n%gnyebut putusan baru SKitu meminta partai men- netapkan aturan te?lg:lbme-
diterima KPU pada 11 jalankan putusan MA. usia dan ri t ata}s
September 2023. Saat itu, Samahalnyadengansidmg penyerta (kozggidl))?&yaht
tahapan memasuki agenda perdana, sidang lanjutan ingatbeban kerja : _eng:
masukan dan tanggapan kemarin tidak dihadiri satupun dan durasike ‘::] yangtinggt
masyarakat atas DCS. pimpinan KPU. Padahal, tujuh da ) D SLang
"Perubahan DCS dan DCT komisioneryangsebehunmya Sa pl?llf esipay
hanya dapat terjadi bilamana  tengah bertugaskeluarnegeri ¢
ayat(1)PKPU10/2023; jelasnya. Selasa (21/11) malam. Tanthowi. (far/tyo/c6/bay)
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